EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS INSPEKTORAT

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RANGKA









Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun 
penelitian dilapangan, beserta analisis dan pembahasan di atas maka 
penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 
Tidak tercapainya target capaian ini terjadi sebagai akibat dari 
dinamika yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dimana 
tuntutan untuk semakin menjamin kualitas penyelenggaraan pemerintah 
DIY, menuntut Inspektorat DIY melakukan pendalaman pemeriksaan 
khususnya dalam pengelolaan aset. Adapun Permasalahan yang diambil 
dari sampel LAKIP TA 2014, yaitu pemeriksaan yang semakin mendalam 
yang dilakukan Inspektorat DIY demi semakin menjaminnya kualitas 
peyelenggaraan pemerintah DIY, khususnya dalam pengelolaan aset 
dengan dilakukannya pendalaman pemeriksaan pengelolaan barang milik 
daerah, menghasilkan temuan pegelolaan aset yang masih tinggi sehingga 
sebagai konsekuensinya pada proses pembinaan ini target penurunan 
temuan pengelolaan aset menjadi tidak tercapai.  
Untuk itu Inspektorat DIY telah menyusun daftar inventarisasi 
masalah kebutuhan pengembangan Sistem Informasi yang dapat 




permasalahan: Kondisi dinamis yang terjadi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan Pemda DIY menyebabkan perhitungan taget pada saat 
perencanaan disusun seringkali tidak sesuai dengan perkembangan yang 
terjadi pada saat pelaksanaan. Bila tidak dicermati secara mendalam 
mengenai sebab-akibatnya, persoalan ini dapat menghasilkan penilaian 
yang kurang baik atas kinerja OPD.  
Secara umum pelaksanaan tugas Inspektorat DIY telah dapat dilaksanakan 
dengan baik, obyektif serta independen, namun harus diakui bahwa pelaksanaan 
tugas pengawasan tersebut masih menghadapi kendala. Kendala yang dapat di 
identifikasi dalam pelaksanaan pengawasan, antara lain : 
1. Hambatan Internal 
a. Terbatasnya jumlah kendaraan roda 4 dan tenaga pengemudi  
b. Terbatasnya jumlah personil Tim pemeriksa 
c. Terbatasnya sarana dan prasaran pendukung lapangan 
d. Terbatasnya lama waktu penugasan.  
2. Hambatan eksternal 
a. Belum sepenuhnya Kepala OPD yang menjadi obyek 
pemeriksaan (auditan) memberikan perhatian dan respon yang 
penuh serta penjelasan secara terbuka kepada Tim Pemeriksa 
terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi.  
b. Sistem pengelolaan data dan pelaporan yang dilakukan oleh 




c. Terbatasnya jumlah personil di OPD Obyek Pemeriksaan yang 
dapat diberdayakan untuk membantu pelaksanaan kegiatan. 
Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi pengawasan dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 
telah diuraikan diatas, adapun upaya dalam mengatasi kendala yaitu: 
1.Pembuatan peta pengawasan 
2.  Peningkatan kualitas SDM, antara lain yaitu: Diklat matrikulasi, Diklat 
sertifikasi trampil, Diklat sertifikasi auditor, Diklat sertifikasi ketua tim, 
Diklat sertifikasi pengendalian teknis, dan Diklat sertifikasi pengendalian 
mutu  
3. Koordinasi dengan instansi Inpektorat lain 
B. Saran  
Dasar dalam penulisan saran ini, diambil dari apa yang tertulis pada 
LAKIP TA 2014 Inspektorat DIY. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk 
mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas 
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dirumuskan saran-saran sebagai 
berikut: 
1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis 
dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya 




2. Perlu adanya kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah yang 
mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah daerah agar tercipta 
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